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4 UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959
Penela pan  UndangUndung Darurat Momor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkar 1 <
Kalimanian (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 1953 Nomor 4 sebagaimena telah dbah
dengan UndanglUndang Notnor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Tanah Laut, Daerah
Tingkat | Tapin dan Daerah Tingkat 1 Tabalong
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 teniang Penetapan Undanglndang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daersh
Tingkat I & Kalmantan{Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 1965 Nemeor 51, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 2756),

3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara [Lembaran  Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2003 MNomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42864,

4. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ([Lemberan Negara Republik
Indonesma Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Unde g Nomor 33 Tabun 2004 tentang
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Mentens Dalain Negedd Nomon 13 Tahun 2006 (enting
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Repubitik Indonesin Tahun 2011 Nomor 310);
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2007 fentung Podoman Tata Cara Pengawasun Atas
Penyelengimrnan Pemetininiune Dasenh;

Pematiaram . Menvteri Dalany Negerl Nomor 64 Tahun
2007 tentang Pedomon Telgris Organisyei dan Tata
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MEMUTUSKAN,

sapkan | P'ERATUMN WALIKOTA  TENTANG STANDAR  BIAYA
KHUSUS PEMBINAAN DAN  PENGAWASAN  PADA

;I’BSIQEKTDRAT KOTA PONTIANAK  TANHUN ANGUARAN

BARB |
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pontianalk

a2 Wmah Daemh adalah Kepala Daerah schagai unsur penyrlenggara
Pemunnta_hat: Daevah yang memimpin pelaksanaan urusan penerintahan
vang menjadi kewenangan Kota Pontianak.

3 Walikota adalah Walikota Pontianak.
Inspdtor at adalah Inspektorat Kota Pontianak.

o) : ings dan suatu barang dan jasa
mandim maupun  pabungan yang diperlukan  untuk
elunran e dnlam ringkn penyusunan  dokumen

diltan angenran ber tagiv kinerja.

51t Pengswasan yang selanjumya
T standar bisva yang dipunakan
an fungsi pembinaan dan

fukan oleh  Inspektorat  untuk
gRaman otonomi dasrah dan
un v, -5'.'_;',". Jjukan untuk menjamin agar

! h; dan efitien sesuai dengan

kat PI) acilab unsur pembantu
ils Urusan Pemerirtkahan
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13A 1)
MARSULY TUUUAN DAN RUANG LINCOKLUS

Paanl 2

piaksud disusunnyA Peraturan Wallkola ini adalah sebagai kerangka acunsn
mepekiornt dalam penyusu nan, pelakaanaan dan pengendelian Rencana
kega dan Anggaran Tahun Anggaran 2019

IYasal 3

Tyuan disusunnya Permuran Wallkota i adalah mewujudkan relevane dan

gewaran  antwn Alokus anggaren  dengan Kelusran dan hasil  kegiatan
perDINIAN dan pengawasan yang direncanakan

Pagal 4
Ruang Lingkup Peraturan Wallkota i
kriena kegiatan pengawasan,

"
b tugas pembmaan dan pengawasan:
¢ pelaksanaan Kegiatan pemeriksaan;
d standar biava khusus,
e ketentuan peralhan, dan
[ ketentuan penutup
BAB 1l
KEGIATAN PENGAWASAN
Pamls

a untuk ditetapkan dalam
fitetia BEhagai benkut:

si dan Laporan Hasil
asll Ppmerikeaan

K elnn fungd [nspektorat,
eglatan stau sub kegiatan
dan

- i ] ﬂtEh lﬂspﬂktﬂrﬂt.
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Fasn| 7

gas pEMBANASAN schagaimana thmak sud dalam pasal 6 AYHL (1] Deris W
peglalénl  PEMBAWASAN  sesua) kehijakan  pengawasan penyelenppan sun
pcmerlmﬂhﬂﬂ Daecrah, Yang mehput::
g4  kegiatan peningkatan kapabilitas Aparst Pengawasan Internal Petenniah

meliputic

| mmbingan teknis pemenksaan inveshgant.

2bimbingan tekns pendampingan pengadaan barang dan jasa (probity

adwvice). dan

3 mmbingan rekms penerapan Sistem manajemen reailko.
b kegatan asistenal/ pendampingan, meliputi

1 persusunan dokumen perencanaan dan penganggaran,

2 pengadaan barang dan jasa,

3, operasionalisas) sapu bersth punguian har.

4, pengawalan dan pengamanan Pemenntwhan  dan  Pembangunan

Daeralt, dan

2, kegiatan asistenal lainnya.
¢ kegatan reviu, mehputn

L reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerab,

2, revin Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

3 reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah,

4, reviu Laporan Keuangan Pemennah Daerah,

5 revi Laporan Kinena:

B. revid Penyerapan Anggaran;

7 reviu Penyerapan Pengadasn Barang dan Jasa: dan

8 kegigtan revu) lainnys,
d kegiatan monitohng Ealunasi, me
1. tindak lanjut Tiesi) pemenik
2. tndak jamju

Pengendaban Interm

P _“-‘ ‘Negara/Laporan Harta

Dagvah  Pencegahan  dan
xinalf geritles; dan




kegiatan  pemingkatan kapabilitag Aparai m’ﬂ“’ L[nternal

. pemenntah

b kegiatan asigtens fpendampingam

¢ kematan reviy,

d kegiatan monitenng dan evaluasi, dan

¢ kegiatan pemenksaan

- ksaan No PK i
3 Kegiatan : pemery n PT seperu pemeriksaan  Pe
Khusus/Kasus Pengaduan Masyarakat dan Mortoring, sesuaT e;?iﬁ
tfak  dicantumkan dalam  PKPT tetapl’  tetap dl]akaanakanl dan

dignggarkan dalam Anggaran Pepdapatan da
rubin setiap tahun, pe n Befanja Daersh secara

[ Keg‘lata{r]t P'Ensfﬁksaan berdasarkan PKPT sebapaimana dimaksud pade

ayat J. apat  dilaksanakan setelah  dipenuh

administrasi sebagal bertkyt: S B

a mengajukan program  kerja  pengawasan/pemeriksaar yAng
ditandatangare  oleh Syupervisi Pemeriksaan &tau pejabat  yang
mewakih, dan :

b pfnerbii_:an Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspekiur
atau pejabat yang mewakili

15) keglatan pemeriksaan Non PKPT sebagaimana dimaksud pads ayat (3),
dapat <ilaksanakan setelah terbitnya Surat Penntah  Tugas vang
ditandatangam dleh [nspektur atau pejabat yang mewakdl

[ Prsal @

tail peiabal yang mewa il dapat menetrbikan 2 {dua] Surat
S e T ne | gnsan’ kepada Tim Pemenksa.

jidak  sejenis  yaitu  pemeriksaan
1 Mon PKPT; dan/atau

pbwgaimanss dimaksud dalam Pasal 8
susunan Tin Pemenksa dan waktu

i dimaksyd pada avat (1), terdn

n lennya, jumiah hen

“THoma yang dibayarkan
apn i Surat Perintah
keghatan
| kegiatan
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BABVII
RETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

saal Peraturan Walkota 11 mulai berlaku, Peraturan Walkota
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Blaya Khusus Pembinaan dan
Pengawasan pada Ingpektorat Kota Pontianak Tahun Anggaran 2018
iBenta Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 6), dicabut dan
dmvatakan twdak berlaku,

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Walkota ini mulasl berlaku pada tanggal diundangkan,

memenntahkan pengundangan

Agar setiap orang
g dalam Berita Daerah Kata

Peraturan Waliko
Pontianak.

di Pontanak
2 Januari 2019
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PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR ; TAHUN 2019

TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENOAWASAN PADA,
INSPEK TORAT KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2019
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